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A. [bookmark: _Toc173149463]Pelanggaran Hak Cipta Melalui Perdagangan Vcd Lagu Bajakan Putusan MA No. 2755 K/PID. SUS/2015
Pembajakan adalah kegiatan penggandaan karya ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan mendistribusikan barang hasil penggandaan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
Para pelaku pembajakan sendiri sangat diuntungkan dari kegiatan praktek illegal ini dikarenakan mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besaruntuk kegiatan produksi, pemasaran, dan promosi. Seperti halnya praktek pembajakan dinegara lain, pembajakan di Indonesia meliputi:[footnoteRef:2] [2:  Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., 2012, Hak Cipta Kedudukannya dan Peranannya dalam Pembangunan, Jakarta , Sinar Grafika, hal,315 ] 

1. Illegal copying, yaitu kegiatan memproduksi ulang (reproduction) dari rekaman original (asli) tanpa izin untuk kepentingan komersial. Bentuk pembajakan dalam kategori ini dapat  berupa pembuatan kompilasi lagu-lagu hits.
2. Counterfeinting, adalah produk bajakan yang diperjual belikan dengan menggunakan kemasan yang mirip dengan produk originalnya(asli). Untuk dapat mengelabui /misleading pembeli, maka logo dan merk yang digunakan juga dipalsukan.
3. Bootlegging, yaitu membuat suatu rekaman dari sebuah pertunjukan langsung (live performance) 
Faktor-faktor yang menjadi pengaruh dan pendorong meluasnya pembajakan, dibawah ini adalah[footnoteRef:3]: [3:  Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., 2012, Hak Cipta Kedudukannya dan Peranannya dalam Pembangunan, Jakarta , Sinar Grafika] 

1. Kemajuan teknologi di bidang penggandaan (reproduction) yang semakin canggih. Hal ini mempermudah pelaku pembajakan dalam melakukan aksinya. Diantaranya, peralatan reproduksi karya rekaman sangat mudah diperoleh karena diperdagangkan secara bebas di pasaran
2. Sulitnya mengawasi kegiatan produksi karena dapat dilakukan di rumah atau ruko seperti halnya home industri. Hal yang lebih menyulitkan juga adalah tidak tersedianya  data-data produsen karena belum optimalnya pengawasan impor mesin pengganda serta lemahnya pengawasan impor bahan baku
3. Adanya perbedaan harga antara produk legal dan illegal. Para pelaku pembajakan bagaimanapun akan selalu unggul dalam persaingan harga karena biaya produksinya murah. Para pelaku pembajakan tidak mengeluarkan biaya investasi produksi, pembayaran royalti, pajak maupun biaya promosi. Akibatnya hal ini berdampak signifikan terhadap pasar resmi. Hal ini juga diperkuat lagi dengan kualitas produk-produk bajakan yang mendekati dan menyamai kualitas aslinya.
4. Penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen pemerintah sudah cukup tinggi. Dalam kaitan ini, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah. Akibatnya, sikap untuk menghormati dan menghargai hak cipta orang lain tidak tumbuh di masyarakat. Hal ini juga diperparah dengan daya beli yang masih rendah sehingga tidak mampu membeli produk aslinya.
Berdasarkan putusan MA No. 2755 K/PID. SUS/2015 dapat di ketahui bahwa pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh terdakwa Ma’sud adalah memperdagangkan Vcd bajakan berisi lagu-lagu yang merupakan hasil produksi dari anggota APPRI. Vcd tersebut ia beli melalui seseorang bernama Naim. Hal ini dibuktikan melalui hasil penggeledahan yang dilakukan petugas dimana mereka menemukan 850 keping Vcd yang berisi berbagai macam lagu antara lain:
a. Album best of the best Mansur S, Penyanyi Mansur S dengan judul lagu Rembulan Bersinar Lagi, pemegang hak cipta Perdana Record
b. Album sholawat anak-anak, Penyanyi Ely dengan judul lagu Sholatun Bissalami Mubin, pemegang hak cipta Aglies Record
c. Album religi anak-anak Syi’ir Tanpa Wathon, Penyanyi Dhani/Yayang, pemegang hak cipta Samudra Record
d. Album new palapa, Penyanyi Yus Yunus dengan judul Saputangan Merah, pemegang hak cipta Perdana Record
e. Album mutiara campursari, Penyanyi Sodiq & Ratna dengan judul lagu Ojo Njaluk Pegat, pemegang hak cipta CHGB
f. Ainun Religi Selamat Lebaran lagu judul Opening, pemegang hak cipta AAR Record
Selain ituberdasarkan keterangan dalam pengadilan, terdapat beberapa perbedaan antara Vcd asli dengan Vcd yang di jual oleh terdakwa Ma’sud. Berikut ini adalah perbedaan dari Vcd asli dengan yang dijual oleh Mas’ud:
Ciri-ciri vcd asli adalah:
a. Cover menggunakan logo APPRI dan logo perusahaan yang mengedarkan
b. Terdapat hologram APPRI
c. Apabila diputar muncul logo APPRI dan perusahaan 
d. Harga lebih mahal
Ciri-ciri vcd bajakan adalah:
a. Tidak terdapat hologram
b. Tidak ada PPn
c. Kepingan yang lebih tipis
d. Cover yang tipis
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam putusan MA No. 2755 K/PID. SUS/2015, terdakwa Ma’sud terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dimana ia mendistribusikan atau menjual vcd bajakan yang berisi lagu-lagu dari anggota APPRI dengan maksud tujuan memperoleh keuntungan komersial.


B. [bookmark: _Toc173149464]PerlindunganHukum bagi Pencipta Suatu Lagu Terhadap Pelanggaran Hak Cipta melalui Perdagangan Jual Vcd Lagu Bajakan
Bagi rakyat dan pemerintah Indonesia yang memiliki landasan kehidupan masyarakatnya pada pancasila dan UUD 1945, pernyataan yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “….ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…”
Jelas menggambarkan sikap untuk mengakui adanya  hak milik perindustrian yang dimiliki baik orang Indonesia maupun orang asing. Dalam hal ini maka negara harus melindungi hak milik perindustrian termasuk hak cipta dengan tujuan untuk mengakui hak penemu ciptaan sesuai dengan tujuan negara yang tertuang di UUD 1945.
Musik/lagu adalah salah satu hasil karya cipta dalam bidang seni dan merupakan salah satu industri yang memiliki dampak dalam ekonomi di Indonesia. Untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang timbul terhadap  industri musik dan negara tentunya diperlukan sebuah perlindungan hukum bagi para pencipta dan pemegang hak terkaitnya. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Peraturan perundang-undangan tentang Hak cipta sendiri terdapat dalam UU no. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 hak cipta Undang-Undang “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Undang – undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Ciptaan sendiri berarti setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.Dalam hal ini salah satu hasil karya cipta yang dilindungi di Indonesia adalah lagu yang diperkuat dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta.
Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang terdiri dari 2 esensi hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang hak cipta. Hak moral berarti pencipta berhak untuk mencantumkan namanya dalam ciptaan dan melarang orang lain mengubah hasil karya ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul. Perlindungan terhadap hak moral karya cipta tercantum dalam Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta.
Hak ekonomi berarti hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.Manfaat ekonomi tersebut berupa hak mengumumkan (performing right) dan hak untuk memperbanyak (mechanical right). Perlindungan hak ekonomi terhadap hak ekonomi karya cipta tercantum dalam Pasal 8 sampai 19 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta.
Selain terdapat hak moral dan hak ekonomi, dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta juga terdapat yang namanya Hak Terkait.Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang No.28 Tahun 2014merupakan hak eksklusif yang meliputi:
a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
c. hak ekonomi Produser Fonogram;
d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.
Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi ialah penjualan produk bajakan seperti yang terjadi dalam kasus putusan MA No. 2755 K/PID. SUS/2015. ketentuan pidana pendistribusian produk bajakan sendiri dimuat dalam Pasal 113 ayat 4 yang berbunyi
”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksut pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
Unsur yang dimaksud ayat Pasal 113 ayat 3 sendiri ialah setiap orang yang dengan tanpa hak dan izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman ciptaan) untuk penggunaan secara komersial.


C. [bookmark: _Toc173149465]Putusan Hakim Pada Kasus Perdagangan Vcd Lagu Bajakan di Surabaya pada Tahun 2014 (putusan MA No. 2755 K/PID. SUS/2015)
PutusanMA No. 2755 K/PID.SUS/2015 merupakan peradilan tingkat kasasi yang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2475/pid.b/2014/PN.Sby dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 138/PID/2015/PT.SBY.Adapun putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2475/pid.b/2014/PN.Sby memiliki salah satu amar putusan sebagai berikut:
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan”
Berdasarkan amar putusan tersebut dan hasil banding yang memperkuat putusan  membuat jaksa/penuntut umum pengadilan negeri surabaya melakukan permohonan kasasi.Hal ini dikarenakan korban pembajakan dalam hal ini APPRI merasa putusan yang dikeluarkanPengadilan Negeri Surabaya No. 2475/pid.b/2014/PN.Sby dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 138/PID/2015/PT.SBY tidak memenuhi rasa kepuasan mereka terhadap hukuman yang dijatuhkan.
Adapun yang menjadi alasan jaksa penuntut umum pengadilan negeri surabaya melakukan permohonan kasasi adalah:
1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2475/pid.b/2014/PN.Sby dimana hanya menjatuhkan pidana 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Beno Susanto (anggota APPRI) yang telah dirugikan akibat penjualan Vcd bajakan yang dilakukan terdakwa
2. Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak mencerminkan rasa keadilan dimana hukumannya hanya percobaan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan dikhawatirkan akan ada lagi perbuatan serupa. Hal ini dadasari oleh teori relatif dan tujuan dalam praktik hukum yaitu:
a. Menjerakan yaitu dengan menjatuhi hukuman, diharapkan si pelaku atau Terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan seperti terpidana maka akan menjalani hukuman setimpal
b. Memperbaiki pribadi terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjatuhkan hukuman sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.
Berdasarkan permohonan kasasi tersebut, majelis hakim dalam PutusanMA No. 2755 K/PID. SUS/2015membuat keputusan yang berisi :
1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri surabaya tersebut.
2. Membebankan biaya perkara tersebut kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
Dalam memutuskan hasil sebuah peradilan, tentunya para majelis hakim memiliki berbagai pertimbangan yang menjadi dasar sebelum memutuskan sebuah kasus.Adapun yang hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut adalah:
1. Alasan kasasi jaksa penuntut umum tidak dapat dibenarkan. Dan putusan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. 
2. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
a. Terdakwa telah menjual Vcd bajakan di rombong pinggir jalan
b. Vcd bajakan tersebut berisi lagu-lagu 
c. Vcd bajakan tersebut dibeli terdakwa dari Naim yang mendatangi tempat jualan terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada dakwaan tunggal
4. Bahwa Judex Factidalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat 1 KUHAP
5. Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.
Bedasarkan amar putusan dan pertimbangan hakim diatas dapat diketahui bahwa terdakwa kasus tersebut sudah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dakwaan yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang berbunyi:
" barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”
Dalam hal ini putusan hakim terhadap pelaku sendiri sudah tepat dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku, hal ini dikarenakan:
a. Terdakwa jelas terbukti mengedarkan dan menjual Vcd lagu bajakan secara umum
b. Putusan pidana dari hakim tidak melebihi 5 tahun, yaitu 4 bulan
c. Denda yang dijatuhkan yaitu 1 juta rupiah tidak melebihi 500 juta rupiah yang menjadi denda maksimah hukuman.
Walaupun begitu kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam peradilan tersebut korban merasa tidak mendapat keadilan yang layak sesuai dengan kerugiaan yang dialaminya.Hal ini tergambar dari upaya hukum yang dilakukan korban dari mengajukan banding sampai kasasi yang merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan.

D. [bookmark: _Toc173149466]Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Melindungi dan Memperkuat Hak Cipta
Dalam mendukung dan memperkuat perlindungan terhadap karya cipta terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut ini: 
1. Memperkuat kelembagaan Hak Cipta
Kemauan politik sebenarnya sudah diperlihatkan pemerintah dalam mendukung perlindungan hukum bagi para pencipta.Hal ini dapat dilihat dari produk politik dalam hal ini Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu.
Dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, kelengkapan peraturan perundang-undangan saja dirasa tidak cukup menjamin adanya perlindungan hak cipta.Diperlukan juga memperkuat kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan UU Hak Cipta demi mewujudkan enforcement yang efektif.Selain itu diperlukan juga kelembagaan yang kuat dan terpadu untuk dapat mengartikulasikan peran Hak Cipta sebagai salah satu alat pembangunan ekonomi.
Dalam hal ini kelembagaan tidak hanya menyangkut lembaga Ditjen HKI tetapi juga kementrian atau lembaga dengan portofolio industri, perdagangan, penyiaran dan pendidikan dan kebudayaan.Lembaga lembaga tersebut merupakan simpul-simpul dari produksi dan diseminasi karya seni, ilmu pengetahuan, maupun pelaku penggunaan ciptaan untuk kegiatan hiburan dan edukasi.Mereka juga harus dilibatkan dalam misi memfasilitasi perlindungan Hak Cipta, khusunya Hak Moral.Ini berarti harus diarahkan untuk mencegah dan turut mengeliminasi bibit bibit pelanggaran terhadap hak cipta.
Selain lembaga lembaga formal milik negara, lembaga lain seperti perguruan tinggi, LSM dan organisasi-organisasi di bidang Hak Cipta seperti ASIRI, ASIREVI, IKAPI, WAMI, dan YKCI. Dan tak kalah penting adalah lembaga para pengacara dan praktisi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong terwujudnya etika moral dalam menghargai hak cipta.
2. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Fakta masih lemahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hak cipta melatarbelakangi perlunya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum hak cipta.Maraknya pelanggaran hak cipta dari waktu ke waktu dan ketidakmampuan aparat mengatasinya, menjadikan masyarakat bersikap acuh dan apatis.
Dalam menghilangkan sikap acuh dan apatis masyarakat tentunya diperlukan sosialisasi yang sistematis dan terjadwal dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang hak cipta. Sosialisasi dapat dilakukan dengan  mengadakan forum seminar dan diskusi yang dilakukan di berbagai daerah, termasuk di  kalangan perguruan tinggi.Hal ini juga harus diperkuat dengan peningkatan pemahaman para aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian , serta jajaran hakim di berbagai tingkat peradilan.
Pelaksanaan sosialisasi juga dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi internet.Pada masa ini perkembangan teknologi sangat mempengaruhi aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan dan informasi. Pelaksanaan sosialisasi dalam hal pemanfaatan teknologi internet dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
1. Membuat website yang berisi edukasi keberadaan hak cipta
2. Mengupload konten video di media sosial yang populer seperti youtube, instagram, tiktok, facebook, dan X.
3. Mempromosikan konten-konten edukasi tersebut dalam hal ini dapat berkolaborasi dengan berbagai influencer untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas
Dari hal diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi terkait hak cipta tidak hanya memerlukan peran pemerintah tetapi juga peran masyarakat juga diperlukan dalam pelaksanaannya. Hal ini diperlukan demi mewujudkan nilai-nilai menghargai dan mengurangi pelanggaran yang akan timbul terkait hak cipta di masyarakat. Dibanding mengadili suatu pelanggaran tentunya lebih baik mencegah terjadinya suatu pelanggaran.  Maka dari itu diperlukan sosialisasi dan edukasi merupakan peranan penting dalam aspek upaya pengurangan pelanggaran hak cipta
3. Memperkuat penegakan hukum dalam melindungi pelanggaran hak cipta
Komitmen pemerintah sendiri terhadap hak cipta sendiri dapat dilihat dari adanya perubahan aturan terhadap hak cipta dari dulu sampai sekarang.Dalam hal ini peraturan paling baru yang menyangkut hak cipta adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2014.Didalam Undang-Undang tersebut sudah mencakup perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi pencipta tersebut beserta sanksinya apabila terjadinya pelanggaran.
Berdasarkan pendapat penulis salah satu yang menjadi kelemahan dan celah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tidak adanya ketegasan batas minimal hukuman yang harus dijalani bagi para pelanggar aturan.Contohnya adalah ketentuan pidana pendistribusian produk bajakan sendiri dimuat dalam Pasal 113 ayat 4 yang berbunyi:
”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksut pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
Dalam ketentuan tersebut dapat dilihat tidak adanya minimal hukuman pidana dan denda yang dijalani.Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut hanya menyebutkan maksimal pidana dan denda yang dapat dijatuhkan.Akibatnya berat ringannya suatu hukuman ditentukan oleh hakim.Bahkan paling parah hukuman yang dijatuhkan bisa menjadi sangat ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.
Dalam hal ini yang dapat dilakukan ialah mempertegas isi sanksi dalam perundang-undangan dengan memasukkan jumlah minimal pidana dan denda yang dijatuhkan.Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ini juga diperlukan diskusi yang mendalam dengan para pelaku atau pencipta karya cipta.Hal ini bertujuan untuk mengindari adanya rasa ketidakadilan yang bagi para pencipta karya cipta.Hal ini juga sesuai dengan isi pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain mengenai isi dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hak cipta. Indonesia juga memerlukan para penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian , serta jajaran hakim di berbagai tingkat peradilan yang memiliki nilai dan integritas yang baik. Bagaimanapun baiknya Undang-Undang yang dibuat jika tanpa para aparat penegak hukum yang memiliki nilai dan integritas yang baik maka tujuan dari hadirnya Undang-Undang tersebut juga sia-sia.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum yang maksimal dengan tujuan memberi perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta diperlukan dasar hukum yang kokoh (peraturan perundang-undangan) serta para aparat penegak hukum yang baik secara nilai maupun integritas.
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